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Abstract

The objectives of this research observed the extent of disclosure about corporate
social responsibility accounting and examined the determinants that are considered by
corporate to disclose social responsibility accounting.

The data used in this research were pooling data for 1188 year-firms. 1 used all
sectors that are published in Jakarta Stock Exchange 2000-2004. | observed three
categories of corporate sustainability reporting from Darwin (2004). These categories
are economic performance, environment performance, and social performance. Then |
examined the factors that are considered by corporate to disclose social responsibility
accounting. | identified five factors that may be considered. They are management
ownership, leverage, size, industry type, and profitability.

The results of this study indicated that almost all companies disclosed the
economic performance because PSAK 57 has been regulated. Management ownership
and industry type were considered by corporate to disclose social responsibility
accounting.

Kata Kunci: Social Resposibility Accounting, Management Ownership, Industry Type
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1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Sejarah perkembangan akuntansi, yang berkembang pesat setelah terjadi revolusi
industri, menyebabkan pelaporan akuntansi lebih banyak digunakan sebagai alat
pertanggungjawaban kepada pemilik modal (kaum kapitalis) sehingga mengakibatkan
orientasi perusahaan lebih berpihak kepada pemilik modal. Dengan keberpihakan
perusahaan kepada pemilik modal mengakibatkan perusahaan melakukan eksploitasi
sumber-sumber alam dan masyarakat (sosial) secara tidak terkendali sehingga
mengakibatkan kerusakan lingkungan alam dan pada akhirnya mengganggu kehidupan
manusia. Kapitalisme, yang hanya berorientasi pada laba material, telah merusak
keseimbangan kehidupan dengan cara menstimulasi pengembangan potensi ekonomi
yang dimiliki manusia secara berlebihan yang tidak memberi kontribusi bagi
peningkatan kemakmuran mereka tetapi justru menjadikan mereka mengalami
penurunan kondisi sosial [Galtung & lkeda (1995) dan Rich (1996) dalam Chwastiak
(1999)].

Di dalam akuntansi konvensional (mainstream accounting), pusat perhatian yang
dilayani perusahaan adalah stockholders dan bondholders sedangkan pihak yang lain
sering diabaikan. Dewasa ini tuntutan terhadap perusahaan semakin besar. Perusahaan
diharapkan tidak hanya mementingkan kepentingan manajemen dan pemilik modal
(investor dan kreditor) tetapi juga karyawan, konsumen serta masyarakat. Perusahaan
mempunyai tanggung jawab sosial terhadap pihak-pihak di luar manajemen dan pemilik
modal. Akan tetapi perusahaan kadangkala melalaikannya dengan alasan bahwa
mereka tidak memberikan kontribusi terhadap kelangsungan hidup perusahaan. Hal ini
disebabkan hubungan perusahaan dengan lingkungannya bersifat non reciprocal yaitu
transaksi antara keduanya tidak menimbulkan prestasi timbal balik.

Tuntutan terhadap perusahaan untuk memberikan informasi yang transparan,
organisasi yang akuntabel serta tata kelola perusahaan yang semakin bagus (good
corporate governance) semakin memaksa perusahaan untuk memberikan informasi
mengenai aktivitas sosialnya. Masyarakat membutuhkan informasi mengenai sejauh
mana perusahaan sudah melaksanakan aktivitas sosialnya sehingga hak masyarakat

untuk hidup aman dan tentram, kesejahteraan karyawan, dan keamanan mengkonsumsi
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makanan dapat terpenuhi. Oleh karena itu dalam perkembangan sekarang ini akuntansi
konvensional telah banyak dikritik karena tidak dapat mengakomodir kepentingan
masyarakat secara luas, sehingga kemudian muncul konsep akuntansi baru yang disebut
sebagai Social Responsibility Accounting (SRA) atau Akuntansi Pertanggungjawaban
Sosial.

Owen (2005) mengatakan bahwa kasus Enron di Amerika telah menyebabkan
perusahaan-perusahaan lebih memberikan perhatian yang besar terhadap pelaporan
sustainabilitas dan pertanggungjawaban sosial perusahaan. Isu-isu yang berkaitan
dengan reputasi, manajemen risiko dan keunggulan kompetitif nampak menjadi
kekuatan yang mendorong perusahaan untuk melakukan pengungkapan informasi
sosial. Dari hasil studi literatur yang dilakukan oleh Finch (2005) menunjukkan bahwa
motivasi perusahaan untuk melakukan pengungkapan sosial lebih banyak dipengaruhi
oleh usaha untuk mengkomunikasikan kepada stakeholder mengenai kinerja manajemen
dalam mencapai manfaat bagi perusahaan dalam jangka panjang.

Standar akuntansi keuangan di Indonesia belum mewajibkan perusahaan untuk
mengungkapkan informasi sosial terutama informasi mengenai tanggung jawab
perusahaan terhadap lingkungan, akibatnya yang terjadi di dalam praktik perusahaan
hanya dengan sukarela mengungkapkannya. Perusahaan akan mempertimbangkan
biaya dan manfaat yang akan diperoleh ketika mereka memutuskan untuk
mengungkapkan informasi sosial.  Bila manfaat yang akan diperoleh dengan
pengungkapan informasi tersebut lebih besar dibandingkan biaya yang dikeluarkan
untuk mengungkapkannya maka perusahaan akan dengan sukarela mengungkapkan
informasi tersebut.

Belkaoui (1989) menemukan hasil (1) pengungkapan sosial mempunyai hubungan
yang positif dengan Kkinerja sosial perusahaan yang berarti bahwa perusahaan yang
melakukan aktivitas sosial akan mengungkapkannya dalam laporan sosial, (2) ada
hubungan positif antara pengungkapan sosial dengan visibilitas politis, dimana
perusahaan besar yang cenderung diawasi akan lebih banyak mengungkapkan informasi
sosial dibandingkan perusahaan kecil, (3) ada hubungan negatif antara pengungkapan
sosial dengan tingkat financial leverage, hal ini berarti semakin tinggi rasio
utang/modal semakin rendah pengungkapan sosialnya karena semakin tinggi tingkat
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leverage maka semakin besar kemungkinan perusahaan akan melanggar perjanjian
kredit. Sehingga perusahaan harus menyajikan laba yang lebih tinggi pada saat
sekarang dibandingkan laba di masa depan. Supaya perusahaan dapat menyajikan laba
yang lebih tinggi, maka perusahaan harus mengurangi biaya-biaya (termasuk biaya-
biaya untuk mengungkapkan informasi sosial).

Eipstein & Freedman (1994) menemukan bahwa investor individual tertarik
terhadap informasi sosial yang dilaporkan dalam laporan keuangan. Informasi tersebut
berupa keamanan dan kualitas produk serta aktivitas lingkungan. Selain itu mereka
menginginkan informasi mengenai etika, hubungan dengan karyawan dan masyarakat.

Hackston & Milne (1996) menyajikan bukti empiris mengenai praktik
pengungkapan lingkungan dan sosial pada perusahaan-perusahaan di New Zealand serta
menguji beberapa hubungan potensial antara karakteristik perusahaan dengan
pengungkapan sosial dan lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan adanya konsistensi
penelitiannya dengan penelitian yang sudah dilakukan di negara lain.  Ukuran
perusahaan dan industri berhubungan dengan jumlah pengungkapan sedangkan
profitabilitas tidak. Interaksi antara ukuran perusahaan dan industri menunjukkan hasil
bahwa terdapat hubungan yang lebih kuat antara perusahaan dalam industri yang high-
profile dibandingkan dengan industri yang low-profile.

Atas dasar penelitian tersebut di atas, peneliti ingin mengetahui sejauh mana
perusahaan menunjukkan tanggung jawabnya terhadap kepentingan sosial dengan
memberikan informasi sosial serta faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan
perusahaan untuk mengungkapkan informasi sosial di dalam laporan keuangan tahunan
pada perusahaan-perusahaan di Indonesia. Hasil penelitian ini akan memberikan
jawaban apakah praktik pengungkapan informasi sosial dan faktor-faktor yang
mempengaruhi pengungkapan sosial dalam laporan keuangan tahunan di Indonesia

konsisten dengan hasil yang ditemukan di negara lain.

1.2. Implikasi
Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan
bagi penyusunan standar akuntansi oleh penyusun standar akuntansi yang saat ini

sedang bersama-sama dengan kementerian lingkungan hidup menyusun standar
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akuntansi lingkungan. Selain itu bagi perusahaan, hasil penelitian ini dapat digunakan
sebagai referensi untuk pengambilan kebijakan oleh manajemen perusahaan.

2. Tinjauan Pustaka

2.1. Pertanggungjawaban Sosial Perusahaan dan Akuntansi Pertanggungjawaban

Sosial

Pertanggungjawaban Sosial Perusahaan atau Corporate Social Resposibility
(CSR) adalah mekanisme bagi suatu organisasi untuk secara sukarela mengintegrasikan
perhatian terhadap lingkungan dan sosial ke dalam operasinya dan interaksinya dengan
stakeholders, yang melebihi tanggung jawab organisasi di bidang hukum (Darwin,
2004). Pertanggungjawaban sosial perusahaan diungkapkan di dalam laporan yang
disebut Sustainability Reporting. Sustainability Reporting adalah pelaporan mengenai
kebijakan ekonomi, lingkungan dan sosial, pengaruh dan Kkinerja organisasi dan
produknya di dalam konteks pembangunan berkelanjutan (sustainable development).
Sustainability Reporting meliputi pelaporan mengenai ekonomi, lingkungan dan
pengaruh sosial terhadap kinerja organisasi (ACCA, 2004). Sustainability report harus
menjadi dokumen strategik yang berlevel tinggi yang menempatkan isu, tantangan dan
peluang Sustainability Development yang membawanya menuju kepada core business
dan sektor industrinya.

Darwin (2004) mengatakan bahwa Corporate Sustainability Reporting terbagi
menjadi 3 kategori yaitu kinerja ekonomi, kinerja lingkungan dan kinerja sosial (lihat
dalam Table 2.1). Sedangkan Zhegal & Ahmed (1990) mengidentifikasi hal-hal yang
berkaitan dengan pelaporan sosial perusahaan, yaitu shb.:

1. Lingkungan, meliputi pengendalian terhadap polusi, pencegahan atau perbaikan
terhadap kerusakan lingkungan, konservasi alam, dan pengungkapan lain yang
berkaitan dengan lingkungan.

2. Energi, meliputi konservasi energi, efisiensi energi, dll.

3. Praktik bisnis yang wajar, meliputi, pemberdayaan terhadap minoritas dan

perempuan, dukungan terhadap usaha minoritas, tanggung jawab sosial.
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4. Sumber daya manusia, meliputi aktivitas di dalam suatu komunitas, dalam kaitan
dengan pelayanan kesehatan, pendidikan dan seni.
5. Produk, meliputi keamanan, pengurangan polusi, dll.

Grey et al. (1995) mengatakan bahwa sifat dan volume pelaporan mengenai
pertanggungjawaban sosial perusahaan bervariasi antar waktu dan antar negara, hal ini
disebabkan isu-isu yang dipandang penting oleh satu negara mungkin akan menjadi
kurang penting bagi negara lain. Lewis & Unerman (1999) mengatakan bahwa variasi
pelaporan tersebut disebabkan oleh budaya atau norma yang berlaku pada masing-
masing negara.

Masukkan Tabel 1 di sini

Akuntansi pertanggungjawaban sosial (Social Responsibility Accounting)
didefinisikan sebagai proses seleksi variabel-variabel kinerja sosial tingkat perusahaan,
ukuran dan prosedur pengukuran, yang secara sistematis mengembangkan informasi
yang bermanfaat untuk mengevaluasi  kinerja  sosial perusahaan dan
mengkomunikasikan informasi tersebut kepada kelompok sosial yang tertarik, baik di
dalam maupun di luar perusahaan. Akuntansi pertanggungjawaban sosial dapat
memberikan informasi mengenai sejauh mana organisasi atau perusahaan memberikan
kontribusi positif maupun negatif terhadap kualitas hidup manusia dan lingkungannya
[Belkaoui (2000) dalam Komar (2004)].

2.2. Pelaporan Informasi Sosial dan Pemilihan Kebijakan Akuntansi

Dalam penelitian akuntansi dibutuhkan penelitian terhadap hubungan bisnis dan
masyarakat dalam rangka untuk mendefinisikan kembali peran dan tugas perusahaan
dari ekonomi murni menuju ke institusi ekonomi sosial [Dierkes & Antal (1986), dalam
Mangos & Lewis (1995)]. Mangos & Lewis (1995) mengatakan perlunya paradigma
sosial-ekonomi untuk menganalisis pemilihan praktik akuntansi oleh manajemen.
Mereka menyarankan perlunya pertimbangan terhadap faktor tanggung jawab sosial
perusahaan ketika kita melakukan pengujian terhadap teori akuntansi positif (positive
accounting theory). Dengan analisis ini maka akan dapat membantu manajemen
memahami respon mereka terhadap masalah-masalah sosial-ekonomi dan hubungannya

dengan nilai perusahaan.
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Pemilihan kebijakan akuntansi olen manajer dapat dijelaskan dengan
menggunakan teori keagenan dari Jensen & Meckling (1976). Mereka mengatakan
bahwa hubungan keagenan merupakan suatu kontrak antara satu atau lebih orang
(prinsipal) yang menghendaki orang lain (manajer) untuk melaksanakan jasa dengan
cara mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agen. Di dalam
hubungan keagenan, terdapat 3 faktor yang mempengaruhi yaitu biaya pengawasan
(monitoring costs), biaya kontrak (contracting costs), dan visibilitas politis. Perusahaan
yang menghadapi biaya pengawasan dan kontrak yang tinggi cenderung akan memilih
metode akuntansi yang dapat meningkatkan laba yang dilaporkan, dan perusahaan yang
menghadapi visibilitas politis yang tinggi cenderung akan memilih metode dan teknik
akuntansi yang dapat melaporkan laba menjadi lebih rendah.

Perusahaan melakukan pengungkapan informasi sosial dengan tujuan untuk
membangun image pada perusahaan dan mendapatkan perhatian dari masyarakat.
Perusahaan memerlukan biaya dalam rangka untuk memberikan informasi sosial,
sehingga laba yang dilaporkan dalam tahun berjalan menjadi lebih rendah. Ketika
perusahaan menghadapi biaya kontrak dan biaya pengawasan yang rendah dan
visibilitas politis yang tinggi akan cenderung untuk mengungkapkan informasi sosial.
Jadi pengungkapan informasi sosial berhubungan positif dengan kinerja sosial, kinerja
ekonomi dan visibilitas politis dan berhubungan negatif dengan biaya kontrak dan
pengawasan [Belkaoui & Karpik (1989)].

Belkaoui & Karpik (1989) meneliti hubungan antara (1) pengungkapan
informasi sosial dengan kinerja sosial, (2) pengungkapan informasi sosial dengan
kinerja ekonomi (atas dasar variabel pasar dan akuntansi), (3) kinerja sosial dengan
kinerja ekonomi.  Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa perusahaan yang
mengungkapkan informasi sosial (1) menunjukkan keikutsertaaanya dalam kegiatan
sosial, (2) memiliki risiko sistematis dan tingkat leverage yang rendah, dan (3)
cenderung merupakan perusahaan yang berskala besar. Jadi pengungkapan informasi
sosial berhubungan positif dengan Kkinerja sosial dan visibilitas politis serta
berhubungan negatif dengan biaya kontrak dan pengawasan.

Berdasarkan teori keagenan, perusahaan yang menghadapi biaya kontrak dan
biaya pengawasan yang rendah cenderung akan melaporkan laba lebih rendah atau

Padang, 23-26 Agustus 2006 K-AKPM 24 7



SIMPOSIUM NASIONAL AKUNTANSI 9 PADANG L

dengan kata lain akan mengeluarkan biaya-biaya untuk kepentingan manajemen (salah
satunya biaya yang dapat meningkatkan reputasi perusahaan di mata masyarakat).
2.2.1. Kepemilikan Manajemen

Konflik kepentingan antara manajer dengan pemilik menjadi semakin besar
ketika kepemilikan manajer terhadap perusahaan semakin kecil [Jensen & Meckling
(1976)]. Dalam hal ini manajer akan berusaha untuk memaksimalkan kepentingan
dirinya dibandingkan kepentingan perusahaan. Sebaliknya semakin besar kepemilikan
manajer di dalam perusahaan maka semakin produktif tindakan manajer dalam
memaksimalkan nilai perusahaan, dengan kata lain biaya kontrak dan pengawasan
menjadi rendah. Manajer perusahaan akan mengungkapkan informasi sosial dalam
rangka untuk meningkatkan image perusahaan, meskipun ia harus mengorbankan
sumber daya untuk aktivitas tersebut [Gray, et al. (1988)].
Hi: ada pengaruh positif jumlah prosentase kepemillikan manajemen dengan
kebijakan pengungkapan informasi sosial.
2.2.2. Financial Leverage

Teori keagenan memprediksi bahwa perusahaan dengan rasio leverage yang
lebih tinggi akan mengungkapkan lebih banyak informasi, karena biaya keagenan
perusahaan dengan struktur modal seperti itu lebih tinggi (Jensen & Meckling, 1976).
Tambahan informasi diperlukan untuk menghilangkan keraguan pemegang obligasi
terhadap dipenuhinya hak-hak mereka sebagai kreditur [Schipper (1981) dalam
Marwata (2001) dan Meek, et al (1995) dalam Fitriany (2001)] Oleh karena itu
perusahaan dengan rasio leverage yang tinggi memiliki kewajiban untuk melakukan
ungkapan yang lebih luas daripada perusahaan dengan rasio leverage yang rendah.
Pendapat lain mengatakan bahwa semakin tinggi leverage, kemungkinan besar
perusahaan akan mengalami pelanggaran terhadap kontrak utang, maka manajer akan
berusaha untuk melaporkan laba sekarang lebih tinggi dibandingkan laba di masa
depan. Dengan laba yang dilaporkan lebih tinggi akan mengurangi kemungkinan
perusahaan melanggar perjanjian utang. Manajer akan memilih metode akuntansi yang
akan memaksimalkan laba sekarang. Kontrak utang biasanya berisi tentang ketentuan
bahwa perusahaan harus menjaga tingkat leverage tertentu (rasio utang/ekuitas), interest
coverage, modal kerja dan ekuitas pemegang saham [Watt & Zimmerman (1990) dalam
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Scott (1997)]. Oleh karena itu semakin tinggi tingkat leverage (rasio utang/ekuitas)

semakin besar kemungkinan perusahaan akan melanggar perjanjian kredit sehingga

perusahaan akan berusaha untuk melaporkan laba sekarang lebih tinggi [Belkaoui &

Karpik (1989)]. Supaya laba yang dilaporkan tinggi maka manajer harus mengurangi

biaya-biaya (termasuk biaya untuk mengungkapkan informasi sosial).

H,: ada hubungan negatif antara pengungkapan informasi sosial dengan tingkat
leverage.

2.2.3. Biaya Politis

Menurut hipotesis biaya politis, semakin besar biaya politis yang dihadapi oleh
perusahaan, maka manajer akan memilih prosedur akuntansi yang dapat menghasilkan
laba sekarang lebih rendah dibandingkan laba masa depan. Dengan demikian semakin
tinggi biaya politis yang dihadapi perusahaan maka perusahaan akan semakin banyak
mengeluarkan biaya untuk mengungkapkan informasi sosial sehingga laba yang
dilaporkan menjadi lebih rendah [Watt & Zimmerman (1990) dalam Scott (1997)].
Perusahaan yang besar cenderung mempunyai biaya politis yang besar dibandingkan
perusahaan kecil. Perusahaan besar cenderung akan memberikan informasi laba
sekarang lebih rendah dibandingkan perusahaan kecil, sehingga perusahaan besar
cenderung akan mengeluarkan biaya untuk pengungkapan informasi sosial yang lebih
besar dibandingkan perusahaan kecil. Ukuran perusahaan dapat diproksikan dari nilai
kapitalisasi pasar, total asset, log penjualan, dsb.

Perusahaan yang termasuk dalam industri yang high-profile akan memberikan
informasi sosial lebih banyak dibandingkan perusahaan yang low-profile. Roberts
(1992) dalam Hackston & Milne (1996) mendefinisikan industri yang high-profile
adalah industri yang memiliki visibilitas konsumen, risiko politis yang tinggi, atau
menghadapi persaingan yang tinggi. Preston (1977) dalam Hackston & Milne (1996)
mengatakan bahwa perusahaan yang memiliki aktivitas ekonomi yang memodifikasi
lingkungan, seperti industri ekstraktif, lebih mungkin mengungkapkan informasi
mengenai dampak lingkungan dibandingkan industri yang lain. Cowen, et al. (1987)
dalam Hackston & Milne (1996) mengatakan bahwa perusahaan yang berorientasi pada
konsumen diperkirakan akan memberikan informasi mengenai pertanggungjawaban

sosial karena hal ini akan meningkatkan image perusahaan dan mempengaruhi
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penjualan. Kilasifikasi tipe industri oleh banyak peneliti sifatnya sangat subyektif dan
berbeda-beda. Roberts (1992) dalam Hackston & Milne (1996) mengelompokkan
perusahaan otomotif, penerbangan dan minyak sebagai industri yang high-profile.
Sedangkan Diekers & Perston (1977) dalam Hackston & Milne (1996) mengatakan
bahwa industri ekstraktif merupakan industri yang high-profile. Patten (1991) dalam
Hackston & Milne (1996) mengelompokkan industri pertambangan, kimia dan
kehutanan sebagai industri yang high-profile. Atas dasar pengelompokkan di atas,
penelitian ini kemudian mengelompokkan industri konstruksi, pertambangan, pertanian,
kehutanan, perikanan, kimia, otomotif, barang konsumsi, makanan dan minuman,
kertas, farmasi dan plastik sabagai industri yang high-profile.
Hs: ada hubungan positif antara pengungkapan informasi sosial dengan ukuran
perusahaan dan tipe industri
2.2.4. Profitabilitas

Profitabilitas merupakan faktor yang membuat manajemen menjadi bebas dan
fleksibel untuk mengungkapkan pertanggungjawaban sosial kepada pemegang saham
[Heinze (1976) dalam Hackston & Milne (1996)]. Sehingga semakin tinggi tingkat
profitabilitas perusahaan maka semakin besar pengungkapan informasi sosial [Bowman
& Haire (1976) dan Preston (1978) dalam Hackston & Milne (1996)]. Hackston &
Milne (1996) menemukan tidak ada hubungan yang signifikan antara tingkat
profitabilitas dengan pengungkapan informasi sosial. Belkaoui & Karpik (1989)
mengatakan bahwa dengan kepeduliannya terhadap masyarakat (sosial) menghendaki
manajemen untuk membuat perusahaan menjadi profitable. Vence (1975) dalam
Belkaoui & Karpik (1989) mempunyai pandangan yang berkebalikan, bahwa
pengungkapan sosial perusahaan justru memberikan kerugian kompetitif (competitive
disadvantage) karena perusahaan harus mengeluarkan tambahan biaya untuk
mengungkapkan informasi sosial tersebut.
H,: ada hubungan positif antara pengungkapan informasi sosial dengan tingkat

profitabilitas perusahaan.
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3. Metoda Penelitian
3.1. Populasi dan Sampel
Populasi penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang go publik di Bursa Efek

Jakarta. Sampel dipilih dengan metode purposive sampling. Kriteria pemilihan sampel

adalah sebagai berikut:

1. Sampel yang dipilih adalah semua perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta
selama tahun 2000-2004, sehingga perusahaan yang telah di-delisting dari bursa
tidak dimasukkan sebagai sampel.

2. Perusahaan-perusahaan yang menjadi sampel adalah perusahaan yang
mempublikasikan laporan keuangan lengkap (termasuk catatan atas laporan
keuangan).

Atas dasar kriteria tersebut di atas diperoleh sampel sebanyak 1188 tahun

perusahaan. Ringkasan proses pemilihan sampel dapat dilihat pada table 2.

Masukkan Tabel 2 di sini
3.2. Variabel Penelitian
Faktor-faktor yang akan diuji pengaruhnya terhadap kebijakan perusahaan
dalam melakukan pengungkapan informasi sosial adalah:
1. Prosentase Kepemilikan Manajemen (MAN)
Diukur dengan prosentase saham yang dimiliki manajemen.
2. Tingkat Leverage (LEV)
Diukur dengan rasio Utang/Ekuitas
3. Biaya Politis, yang diproksi dengan:
a. Ukuran Perusahaan (SIZE)
Diukur dengan kapitalisasi pasar
b. Tipe Industri (IND)
Variabel dummy, yaitu:
1 = Perusahaan yang termasuk dalam industri yang high-profile
0 = Perusahaan yang termasuk dalam industri yang low-profile
Kriteria untuk menentukan perusahaan dengan high-profile dengan low
profile digunakan pengelompokkan menurut Roberts (1992), Preston (1977) dan
Patten (1991) dalam Hackston & Milne (1996). Perusahaan-perusahaan yang
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termasuk dalam industri konstruksi, pertambangan, pertanian, kehutanan,
perikanan, kimia, otomotif, barang konsumsi, makanan dan minuman, Kertas,
farmasi dan plastik sabagai industri yang high-profile.
4. Profitabilitas (PM)
Diukur dengan Net Profit Margin (Laba bersih/Pendapatan)

3.3. Cara Penelitian
Analisis dilakukan dengan :
1. Mendeskripsikan pengungkapan informasi sosial dalam laporan keuangan tahunan
oleh perusahaan yang terdaftar di BEJ
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pengungkapan
informasi sosial digunakan model analisis regresi berganda, dengan bentuk
persamaan sbb.:
IS; = a + biMAN; + b,LEV; + bsSIZE; + bsIND; + bsPM; + e
Keterangan:
ISi = Jumlah informasi Sosial yang diungkapkan (berpedoman pada kategori
informasi sosial menurut Darwin (2004)
MAN; = Prosentase Kepemilikan Manajemen
LEV; =Tingkat Leverage
SIZE; = Ukuran Perusahaan
IND; = Tipe Industri
PM; = Pofitabilitas
4. Analisis Data

4.1. Pengungkapan Informasi Sosial dalam Laporan Keuangan Tahunan

Pengungkapan informasi sosial dikelompokkan menjadi 6 kelompok sesuai
dengan kategori informasi sosial menurut Darwin (2004). Pada tabel 3 disajikan jumlah
pengungkapan informasi sosial untuk setiap kelompok informasi dalam setiap industri.

Masukkan Tabel 3 di sini
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Pada tabel 3 terlihat bahwa hampir semua perusahaan sampel mengungkapkan
kinerja ekonominya. Pengungkapan kinerja ekonomi ini lebih banyak berkaitan dengan
tanggung jawab perusahaan terhadap karyawannya, yaitu dalam bentuk pemberian uang
pesangon, pensiun, dan bonus. Pengungkapan ini dilakukan karena Menteri Tenaga
Kerja mengeluarkan surat keputusan No. Kep-150/Men/2000 tentang penyelesaian
pemutusan hubungan kerja dan penetapan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja
dan ganti kerugian di perusahaan. Selain itu juga IAl mengeluarkan PSAK No. 57
tentang kewajiban diestimasi, kewajiban kontinjensi dan Aktiva kontinjensi yang
berlaku efektif mulai tanggal 1 Januari 2001, kemudian perusahaan harus mengestimasi
kewajiban kontinjensinya termasuk pemberian pesangon, penghargaan masa kerja dan
ganti rugi karyawan.

Jika dilihat pada tabel 3, pengungkapan kinerja lingkungan masih sangat sedikit.
Hal ini mungkin disebabkan oleh kurangnya kepedulian perusahaan terhadap
lingkungan dan juga belum ada aturan mengenai tanggung jawab perusahaan terhadap
lingkungan. Pada perusahaan perbankan dan asuransi sebagian besar (lebih dari 50%)
mengungkapkan informasi mengenai praktik kerja, yaitu informasi yang berkaitan
dengan tanggung jawab perusahaan dalam pengembangan sumber daya manusia. Hal
ini bisa dimengerti bahwa industri ini sangat tergantung pada kemampuan manusia
(karyawan) dalam memberikan jasanya kepada pelanggan.

Sebagian besar perusahaan juga sudah mengungkapkan tanggung jawabnya
terhadap masyarakat dengan melakukan Kkegitan-kegiatan sosial, antara lain
memberikan sumbangan serta tanggung jawab perusahaan terhadap kualitas produk
yang dihasilkan. Hal ini mungkin terjadi karena tuntutan sosial ekonomi masyarakat
serta tingkat persaingan yang tinggi sehingga perusahaan harus menunjukkan
perhatiannya yang besar kepada masyarakat.

4.2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Informasi Sosial

Pada tabel 4 disajikan hasil pengujian statistik untuk melihat pengaruh

prosentase kepemilikan manajemen (MAN), Tingkat Leverage (LEV), biaya Politis,
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yang diproksi dengan ukuran perusahaan (SIZE) dan tipe industri (IND), terhadap
kebijakan perusahaan dalam melakukan pengungkapan informasi sosial.

Hasil pengujian ini sudah memenuhi asumsi klasik, yaitu tidak ditemukannya
multikolinearitas (nilai VIF untuk semua variabel berkisar adalah 1 dan tidak ada yang
nilainya lebih dari 2), nilai Durbin Watson sebesar 1,851 artinya tidak ada otokorelasi
(Alhusin, 2003:202), sedangkan hasil analisis plot residual terhadap nilai independen
variabel menghasilkan nul plot, yang berarti tidak ada heteroscedasticity (Hair et al.,
1998: 174).

Masukkan Tabel 4 di sini

Berdasar tabel 4 diatas terlihat bahwa hanya variabel prosentase kepemilikan
manajemen (MAN) dan tipe industri (IND) yang berpengaruh signifikan terhadap
kebijakan perusahaan dalam mengungkapkan informasi sosial dengan arah sesuai
dengan yang diprediksi. Semakin besar kepemilikan manajer di dalam perusahaan,
manajer perusahaan akan semakin banyak mengungkapkan informasi sosial. Hal ini
mendukung teori keagenan, yaitu bahwa semakin banyak kepemilikan manajemen di
dalam perusahaan, manajemen akan semakin banyak melakukan kegiatan produktif
yang dapat meningkatkan image perusahaan. Selain itu tipe industri juga berpengaruh
terhadap kebijakan perusahaan dalam mengungkapkan informasi sosial. Hal ini berarti
bahwa industri yang high-profile yaitu industri yang memiliki visibilitas konsumen,
risiko politis yang tinggi, atau menghadapi persaingan yang tinggi akan cenderung
mengungkapkan informasi sosial yang lebih banyak dibandingkan industri yang low-
profile. Perusahaan-perusahaan yang termasuk dalam industri yang high-profile lebih
banyak diawasi oleh pemerintah dibandingkan perusahaan yang termasuk dalam
industri yang low profile.

Penelitian ini tidak berhasil membuktikan pengaruh ukuran perusahaan, leverage
dan profitabilitas terhadap kebijakan pengungkapan informasi sosial oleh perusahaan.
Hal ini sejalan dengan penelitian Hackston & Milne (1996) yang tidak berhasil

menemukan hubungan profitabilitas dengan pengungkapan informasi sosial perusahaan.

Padang, 23-26 Agustus 2006 K-AKPM 24 14



SIMPOSIUM NASIONAL AKUNTANSI 9 PADANG L

5. Simpulan, Keterbatasan dan Saran
5.1. Simpulan

Hampir semua perusahaan mengungkapkan Kkinerja ekonominya, hal ini
disebabkan oleh dikeluarkannya surat keputusan No. Kep-150/Men/2000 oleh Menteri
Tenaga Kerja tentang penyelesaian pemutusan hubungan kerja dan penetapan uang
pesangon, uang penghargaan masa kerja dan ganti kerugian di perusahaan. Serta
dikeluarkannya PSAK No. 57 tentang kewajiban diestimasi, kewajiban kontinjensi dan
Aktiva kontinjensi yang berlaku efektif mulai tanggal 1 Januari 2001. Hal ini berarti
perusahaan akan mengungkapkan informasi tertentu jika ada aturan yang
menghendakinya. Sedangkan pada perusahaan perbankan dan asuransi sebagian besar
(lebih dari 50%) mengungkapkan informasi mengenai pengembangan sumber daya
manusianya dibandingkan dengan industri yang lain. Hal ini karena industri ini sangat
tergantung pada kemampuan manusia (karyawan) dalam memberikan jasanya kepada
pelanggan.

Perusahaan dengan kepemilikan manajemen yang besar dan termasuk dalam
industri  yang memiliki risiko politis yang tinggi (high-profile) cenderung
mengungkapkan informasi sosial yang lebih banyak dibandingkan perusahaan lain.

5.2. Keterbatasan dan Saran

Penelitian ini hanya mengidentifikasi faktor-faktor yang dipertimbangkan oleh
emiten dalam mengambil kebijakan pelaporan pertanggungjawaban sosial dalam
laporan keuangan tahunan perusahaan. Penelitian ini tidak menguji pengaruh pelaporan
pertanggungjawaban sosial terhadap kinerja pasar dalam hal ini reaksi investor akan
informasi tersebut, selain itu peneliti juga hanya melihat satu media pelaporan yaitu
laporan keuangan.

Saran bagi peneliti berikutnya, pertama peneliti berikutnya dapat menguji
pengaruh kebijakan pelaporan pertanggungjawaban sosial perusahaan terhadap Kinerja
pasar. Selain itu juga perlu dipertimbangkan penggunaan media pelaporan yang lain

yang digunakan perusahaan untuk membuat pelaporan pertanggunjawaban sosial.
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Tabel 1. Kategori dalam Corporate Sustainability Reporting

Kategori |

Aspek

Kinerja Ekonomi

Pengaruh ekonomi
secara langsung

Pelanggan, pemasok, karyawan, penyedia modal dan sektor publik

Kinerja Lingkungan

Hal-hal yang Bahan baku, energi, air, Keanekaragaman hayati (biodiversity), emisi,
terkait dengan sungai, dan sampah, pemasok, produk dan jasa, pelaksanaan, dan angkutan
lingkungan

Kinerja Sosial

Praktik Kerja

Keamanan dan keselamatan tenaga kerja, pendidikan dan training,
kesempatan kerja

Hak manusia Strategi dan manajemen, non diskriminasi, kebebasan berserikat dan
berkumpul, tenaga kerja di bawah umur, kedisiplinan, keamanan, dll.

Sosial Komunitas, korupsi, kompetisi dan penetapan harga

Tanggung jawab Kesehatan dan keamanan pelanggan, iklan yang peduli terhadap hak

terhadap produk pribadi.

Sumber: Darwin (2004)

Tabel 2. Sampel

2000 2001 2002 2003 2004
Total perusahaan yang terdaftar 307 323 329 333 336
di Bursa Efek Jakarta
Total perusahaan yang datanya 109 22 10 127 172
tidak lengkap
Total perusahaan yang datanya 198 301 319 206 164
diperoleh secara lengkap
Total Sampel 1188
Tabel 3. Pengungkapan Informasi Sosial
Industri Jumlah Jumlah Perusahaan yang mengungkapkan
Perusahaan | KE KL PK HM S TP
Agriculture, Forestry and 23 23 1 0 0 0 0
Fishing
Animal Feed and Husbandry 29 29 0 6 0 18 7
Banking 89 89 1 51 0 15 27
Comunication 6 6 0 5 0 2 1
Construction 7 7 1 2 0 4 0
Credit Agencies and other 37 37 0 12 0 5 4
than Bank
Holding and Other Investment 8 8 0 5 0 5 1
Company
Hotel and Travel Services 22 21 1 12 0 6 9
Insurance 35 35 2 23 1 12 14
Manufacturing, Adhesive 15 15 1 6 0 4 3
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Tabel 3. Pengungkapan Informasi Sosial (lanjutan)

Manufacturing, Apparel and 53 52 1 15 1 27 13
other Textiel Product

Manufacturing, Automotive 72 72 2 22 0 29 7
and Allied Products

Manufacturing, Cable 21 0 3 0 0 7 5
Manufacturing, Cement 15 15 1 8 0 8 4
Manufacturing, Chemical and 29 28 1 5 0 10 4
Allied Products

Manufacturing, Consumer 15 15 0 5 0 3 0
Goods

Manufacturing, Electronic and 13 13 0 10 0 2 1
Office Equipment

Manufacturing, Fabricated 9 9 0 2 0 1 1
Metal Products

Manufacturing, Food & 72 72 2 15 0 29 13
Beverage

Manufacturing, Machinery 9 9 0 3 0 5 5
Manufacturing, Metal and 47 47 0 18 0 25 8
Allied Products

Manufacturing, Paper and 19 19 0 4 0 6 4
Allied Products

Manufacturing, 41 40 3 12 1 15 5
Pharmaceuticals

Manufacturing, Photo 10 10 0 6 0 3 2
Equipment

Manufacturing, Plastics and 56 54 0 18 0 28 17
Glass Products

Mining and Mining Service 34 34 11 7 0 17 3
Manufacturing, Stone, Clay, 19 18 0 9 0 10 5
Glass and Concrete Products

Manufacturing, Textile mill 33 33 0 5 0 21 7
Products

Manufacturing, Tobacco 14 14 2 3 0 6 3
Manufacturers

Manufaturing, Lumber and 19 19 3 3 0 7 11
Wood Products

Real Estate and Property 140 140 13 29 0 70 17
Securities 36 36 0 19 0 12 4
Transportation Services 33 33 0 10 0 10 0
Whole Sale and Retail Trade 44 44 0 20 0 15 7
Others 64 64 3 24 0 18 13
Keterangan:

KE= Kinerja Ekonomi HM= Hak Manusia

KL= Kinerja Lingkungan S= Sosial

PK= Praktik Kerja TP= Tanggung Jawab terhadap Produk
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Tabel 4. Hasil Pengujian Statistik terhadap Faktor-Faktor yang Berpengaruh
pada Kebijakan Pengungkapan Sosial

Model Summary °

Adjusted Std. Error of Durbin-wW
Model R R Square R Square the Estimate atson
1 4102 .168 .164 .148704 1.851
a. Predictors: (Constant), IND, LEV, PM, SIZE, MAN
b. Dependent Variable: IS
ANOVA
Sum of
Model Squares df Mean Square F Sig.
1 Regression 5.267 5 1.053 47.634 .0002
Residual 26.137 1182 2.211E-02
Total 31.404 1187

a. Predictors: (Constant), IND, LEV, PM, SIZE, MAN
b. Dependent Variable: IS

Coefficient$

Standardi
zed
Unstandardized Coefficien
Coefficients ts Collinearity Statistics
Model B Std. Error Beta t Sig. Tolerance VIF
1 (Constant) 331 .006 59.003 .000
MAN 9.609E-02 .058 .044 1.652 .099 991 1.009
SIZE 6.099E-13 .000 .014 .508 612 .994 1.006
LEV 2.267E-05 .000 .024 .921 .357 .998 1.002
PM 5.171E-04 .001 .018 .663 .508 .996 1.004
IND 142 .009 .408 15.366 .000 .998 1.002
a. Dependent Variable: IS
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